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Abstrak

Program Keluarga Harapan merupakan program yang dikeluarkan olehpemerintah pusat guna
mengirangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada
kelompok masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya terdapat
permasalahan yang terjadi di lapangan. Permasa- lahannya adalah masih banyak masyarakat miskin
yang masuk kriteria PKH tetapi tidak mendapatkanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Taraf Hidup
Masyarakat Miskin. Apakah program bantuan ini sudah tepat sasaran, dan tujuan lain adalah untuk
mengetahui masyarakat miskin di wilayah Kelurahan Juhut yang belum merasakan program bantuan
PKH ini. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif komparatif, peneliti menetapkan 10 (Sepuluh) informan terdiri dari Lurah Kelurahan Juhut,
Pendamping PKH, dan masyarakat penerma PKH sebanyak 8 (delapan). Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari
penelitian ini yang penulis temukan terkait dengan Program Keluarga Harapan di wilayah Kelurahan
Juhut. Program bantuan ini belum merata, hasil dari evaluasi dilapangan ternyata tidak semua rumah
tangga miskin menerima program ini, meskipun para rumah tangga sangat miskin memenuhi
persaratan PKH. Hal ini dimung- kinkan karena adanya perubahan taraf hidup ekonomi dari waktu
pendataan sampai pada ditunkanya program bantuan.
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Abstract

The Family of Hope Program is a program issued by the central government to reduce poverty and
improve the quality of human resources, especially among the poor throughout Indonesia. However,
in its implementation there are problems that occur in the field. The problem is that there are still
many poor people who are included in PKH criteria but do not get it. The purpose of this study was to
determine the evaluation of the Family Hope Program (PKH) in improving the standard of living of
the poor. Whether this assistance program is right on target, and another goal is to find out the poor
people in Juhut Village who have not experienced this PKH assistance program. This research
methodology uses qualitative research type with comparative descriptive research type, the
researcher determines 10 (ten) informants consisting of the Head of Juhut Village, PKH Facilitators,
and 8 (eight) PKH beneficiaries. Data collection techniques in this study using observation, interview
and documentation techniques. The results of this study that the authors found were related to the
Family Hope Program in the Juhut Village area. This assistance program has not been evenly
distributed. The results of the field evaluation show that not all poor households receive this program,
even though very poor households meet PKH requirements. This was possible due to changes in the
standard of living of the economy from the time of collecting data to the time the aid program was
announced.
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Pendahulaun

Kemiskinan dan kebodohan menjadikan
Indonesia satu negara yang hendak
mencari berbagai solusi yang pasti untuk
kehidupan yang lebih baik dalam
pemenuhan kebutuhannya. Karena itu
pemerintah perlu mengembangkan strategi
untuk  mengatasi  kemiskinan, yang
mencakup kemiskinan dalam dimensi
ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
Sudah menjadi kewajiban Negara untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya, sebagaimana yang
diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 ayat
1 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-
anak terlantar dipelihara oleh Negara”. dan
ayat 2 yang berbunyi “Negara
mengembangkan sistem jaringan social
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
Untuk melaksanakan kewajiban Negara
Indonesia tersebut, pemerintah perlu
membuat kebijakan atau program nasional
yang berkaitan dengan pertumbuhan
kesejahteraan masyarakat secara merata.
Guna menanggulangi tingkat kemiskinan
di Indonesia kebijakan tersebut diarahkan
berdasarkan dua pendekatan. Pertama,
mengurangi beban pengeluaran
masyarakat miskin. Kedua, memperbesar
kemampuan ekonomi masyarakat dengan
menciptakan lapangan kerja. Selain itu
kebijakan anti kemiskinan ini juga
diumpankan dengan Program Keluarga
Harapan (PKH).

PKH merupakan suatu program
penanggulangan kemiskinan. Kedudukan
PKH merupakan bagian dari program-
program  penanggulangan  kemiskinan
lainnya. PKH berada di bawah koordinasi
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK), baik di pusat
maupun di daerah. PKH merupakan

program lintas kementrian dan lembaga,
karena aktor utamanya adalah dari Badan
Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(BAPPENAS). Kemenkes, Kemeninfo,
dan Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk
mensesuaikan program tersebut, maka
dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan
konsultan World Bank.

PKH sebenarnya telah dilaksanakan di
berbagai Negara, khususnya negara-
negara Amerika Latin dengan nama
program yang bervariasi. Namun secara
konseptual, yang dikenal  dengan
Conditional Cash Transfer (CCT) atau
bantuan tunai bersyarat. Program ini
“bukan” dimaksudkan sebagai kelanjutan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang
diberikan dalam rangka membantu rumah
tangga miskin mempertahankan daya
belinya pada saat pemerintah melakukan
penyesuaian harga BBM. PKH lebih
dimaksudkan kepada upaya membangun
sistem  perlindungan sosial kepada
masyarakat miskin.

Bantuan PKH ini berupa pemberian
langsung tunai berupa uang. Maksud dari
pemberian langsung tunai ini bertujuan
untuk membiayai sekolah anak, dan bagi
ibu hamil untuk meringankan
kandunganya secara berkala ke posyandu.
Jika Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang
mendapat bantuan PKH tidak
memeriksakan kandungannya ke posyandu
secara berkala atau bagi anak usia sekolah
ternyata tidak pergi kesekolah tanpa
keterangan maka KSM mendapatkan
potongan uang sebesar 10%. Masalahnya
kemudian bahwa masyarakat
menggunakan complain terhadap
pemotongan tersebut, mereka kira bahwa
pemotongan tersebut dilakukan oleh para
pendamping PKH atau Pemerintah Daerah,
padahal pemotongan tersebut dilakukan
secara otomatis sesuai data yang diimput
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oleh para pendamping PKH sebelum
pencairan PKH.

Berdasarkan sumber UPPKH Kabupaten
Pandeglang, tahun 2008 PKH di
Kabupaten Pandeglang Pada tahapan awal
dalam pelaksanakan PKH ini dimulai dari
lima Kecamatan diantaranya adalah
Picung, Sindang Resmi, Cibaliung,
Cigeulis dan Sumur. Namun sejalan
dengan perkembangan pada tahun 2011
ada penambahan enam kecamatan yang
masuk pada PKH diantaranya
Karangtanjung, Koroncong, Cadasari,
Cimanuk, Menes dan Panimbang. Pada
tahun 2015 PKH sudah menyeluruh di 36
Kecamatan di Kabupaten Pandeglang
termasuk Kecamatan Pagelaran dengan
jumlah penerima 34.716 KSM.

Di Kecamatan Pagelaran terdapat empat
desa yang mendapatkan PKH, vyaitu
Pagelaran, Tegalpapak, Bulagor dan
Bama. Jumlah penerima PKH di
Kecamatan Pagelaran sebanyak 697 KSM,
dan untuk di wilayah Desa Pagelaran yang
menerima PKH sebanyak 245 KSM dari
jumlah rumah tangga 1.851 Kkepala
keluarga. hal ini disadari masih banyak
keluarga miskin di  wilayah Desa
Pagealaran.

Saat ini masyarakat diwilayah Desa
Pagelaran yang mendapatkan PKH belum
sepenuhnya menggunakan uang bantuan
tersebut untuk keperluan sekolah anak dan
pemeriksaan kandungan. Mengenai kriteria
KSM sendiri masih menjadi kendala. Di
Desa Pagelaran karakter masyarakat
miskinnya berbeda dengan masyarakat
miskin di Desa lain yang ada di
Kecamatan Pagelaran. Di Desa Pagelaran
masyarakat miskinnya bisa mempunyai
kendaraan roda dua, tetapi masuk dalam
katagori miskin. Pengaduan  dari
masyarakat ke pihak Desa yang merasa
keluarganya mempunyai ibu hamil, anak
balita, anak sekolah tetapi tidak termasuk
dalam penerima PKH.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan tipe
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif komparatif, peneliti menetapkan
10 (Sepuluh) informan terdiri dari Kepala
Desa Pagelaran, Pendamping PKH, dan
masyarakat penerima PKH sebanyak 8
(delapan). Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan teknik
observasi, wawancara dan Dokumentasi.

Hasil dan Pemabahsan

Hasil penelitian telah mengumpulkan data
dari responden di dalam meningkatkan
taraf hidup masyarakat miskin, pemerintah
melalui  programnya  yaitu  dengan
menggulirkan Program Keluarga Harapan
(PKH) untuk masyarakat miskin. Program
ini diberikan sebagai pelayanan kepada
publik untuk dijadikan sebagai alat
kesejahteraan masyarakat miskin. Program
ini terlaksana di Desa Pagelaran pada
tahun 2015. Penyaluran PKH diharapkan
mampu  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat miskin. Oleh karena itu
diperlukan sebuah evaluasi yang baik
dalam pelaksanaan PKH di Desa
Pagelaran.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)
Sasaran peserta PKH adalah Keluarga
Sangat Miskin (KSM) vyang meliliki
anggota keluarga dengan syarat komponen
kesehatan ibu hamil/nifas, anak balita atau
anak yang berusia 5-7 tahun yang belum
masuk pendidikan SD, anak usia SD/MI,
SLTP/MTS dan anak yang ber- usia 15-18
yang belum menyelesaikan pendidikan
dasar. Selain criteria tersebut maka mereka
tidak mendapatkan bantuan dari program
tersebut.

Basis kepersetaan PKH sejak 2007
diarahkan pada Rumah Tangga Sangat
Miskin  (RTSM), namun sejak 2012
diarahkan ke Keluarga Sangat Miskin
(KSM). Perubahan ini mengakomodasi
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prinsip bahwa keluarga (ayah, ibu dan
anak) adalah unit berperan dalam
peningkatan kualitas sumberdaya manusia
sehingga paling relevan memurus rantai
kemiskinan antar generasi. Hal ini karena
orang tua, bukan orang lain, bertanggung
jawab terhadap pendidikan, kesehatan
kesejahteraan dan masa depan anak.

Proses Pencairan Bantuan PKH atau
Proses turunya pencairan bantuan PKH
ini, dilakukan empat kali dalam setahun
dengan besaran yang berbeda- beda.
Dalam tahapan pencairan PKH ini
seringkali tidak sesuai jadwal yang
diberikan kepada pendamping. Sehingga
pendamping tidak bisa mengatakan secara
pasti kepada peserta PKH kapan pencairan
akan dilakukan.

Sebelum pencairan dilakukan, terlebih
dahulu ada koordinasi yang dilakukan.
Dari KEMENSOS Memberikan informasi
kira-kira waktu pencairan akan dilakukan
kepada UPPKH dan Kantor POS Besar,
dari situlah UPPKH memberikan instruksi
kepada pendamping untuk melakukan
pertemuan dengan setiap kelompok,
sedangkan kantor Pos  memberikan
informasi kepada kantor Pos Kecamatan
tentang pencairan yang akan dilakukan.
Selain  mengadakan pertemuan dengan
tiap-tiap kelompok, pendamping juga
melakukan koordinasi dengan Kantor Pos.
Salah satu hal yang paling penting dalam
pertemuan kelompok adalah pemuktahiran
data, setelah pemuktahiran data telah
dilaksanakan maka pendamping akan
memberikan  kepada UPPKH untuk
dilanjutkan kepada pusat. Setelah itu pusat
akan melakukan pencairan uang tersebut
dengan mengirformasikan kepada UPPKH
dan Kantor Pos sebagai tempat
pengambilan uang. Koordinasi yang
dilakukan oleh kantor Pos dengan
pendamping adalah masalah pencocokan
data peserta yang berhak menerima
bantuan dan besaran bantuan yang akan
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diterima oleh mereka. Setelah semua
selesai maka pendamping akan
memberitahukan lagi kepada UPPKH dan
UPPKH yang Dberhak  menentukan
pelaksanaan pencairan.

Pelaksanaan  Komitmen PKH Pada
pelaksanaan komitmen, sesuai Hasil yang
diperoleh  dari  pendamping  PKH.
Pendamping melakukan verifikasi
kesekolah dan keposyandu/puskesmas,
yang dicatat didalam form sesuai data
peserta PKH. Pendamping langsung
menanyakan kepada pihak sekolah terkait
kehadiran anak peserta PKH, dan pe-
damping juga menanyakan
kekeposyandu/puskekmas untuk
pemeriksaan ibu hamil/ibu nifas/balita
peserta PKH yang melalui kader posyandu
atau bidan puskesmas.

Verivikasi Komitmen Peserta PKH Pada
pertemuan awal, jumlah peserta PKH di
wilayah Desa Pagelaran sebanyak 279,
namun setelah di Validasi dan diverifikasi
oleh pendamping PKH yang dilaksanakan
di semua peserta PKH. Peserta PKH
berkurag menjadi 249 KSM. Hal ini
disebabkan karena pindah alamat, tidak
ada taggungan, serta datayang double.
Hasil penelitian diperoleh berdasarkan
hasil wawancara dengan narasumber yang
diambil ~ secara  random.  Adapun
narasumber dalam penelitian ini terdiri
dari 3 narasumber, yaitu: 1) Kepala Desa),
2) Pendampin PKH dan 3) Masyarakat
Penerima PKH.

Tabe 1 Nama-nama Narasumber
penerima PKH

No Nama Pekerjaan Alamat
1 | Tis Nuryanah IRT Kp. Sumurwann

1 | Amenah IRT Kp. Sumurwann

3 | Samunh IRT Kp. Sumurwaru

4| Junarizh IRT Kp. Ciputn

3 | Siti Maesyaroh IRT Kp. Ciputr

6 |Enung IRT Kp. Clamis

7 | Amnzh IRT Kp. Pamatang Tajur

§ | Surtini IRT Kp. Pamatang Tajur
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Berdasarkan wawancara yang telah
dilakukan bahwa:

Penerapan Program Keluarga Harapan
(PKH) Sasaran peserta PKH adalah
Keluarga Sangat Miskin (KSM) vyang
meliliki anggota keluarga dengan syarat
komponen kesehatan ibu hamil/nifas, anak
bali- ta atau anak yang berusia 5-7 tahun
yang belum masuk pendidikan SD, anak
usia SD/MI, SLTP/MTS dan anak yang be
usia 15-18 yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar. Selain criteria tersebut
maka mereka tidak mendapatkan bantuan
dari program tersebut.

Berkenaan dengan bantuan PKH, apakah
program ini sudah tepat sasaran atau tidak.
Peneliti melakukan wawancara dengan
Kepala Desa Pagelaran, Pendamping PKH
dan Peserta PKH. Berikut wawancara
dengan Kepala Desa Pagelaran mengenai
penerapan bantuan PKH di Wilayah Desa
Pagelaran. berikut petikan wawancara
dengan Bapak Idat Herdiman. Karena
masih banyak masyarakat miskin yang
belum  mendapatkan  program ini,
sedangkan masyarakat yang sudah mampu
mendapatkanya.  hal  ini  membuat
kecemburuan sosial, hal itu dimungkinkan
juga karna adanya perubahan taraf
ekonomi  dari  waktu  pelaksanaan
pendapatan sampai pada diturunkannya
program ini. Karena untuk menjadi
kepesertaan PKH itu tidak mudah karena
harus memiliki kriteria khusus.”

Peneliti juga melakukan kroscek dengan
peserta PKH mengenai penerapan PKH,
berikut wawancaranya bersama ibu Enung
“ Menurut saya sudah tepat sasaran karena
keluarga miskin yang harus dibantu
pemerintah, bantuan ini cukup membantu
ekonomi  keluarga kami. Kebutuhan
sekolah dan kesehatan anak dapat
terpenuhi. Dan utuk keluarga miskin yang

sama seperti kami semoga pemerintah
dapat mendata ulang agar mereka juga
mendapatkan bantuan PKH”.

Peneliti wawancara bersama Bapak
Saefulloh selaku pendamping di Desa
Pagelaran mengenai penerapan PKH.“
Menurut saya sudah tepat sasaran, tetapi
disini menjadi kendala ketika saya berada
di lapangan sedang melakukan kroscek
masyarakat yang belum mendapatkan
selalu mengeluh kepada saya karena
rumahnya berdekatan atau berendeng yang
satu dapat yang satu tidak disinilah
terdapat kecemburuan sosial. Mereka
selalu bilang Kalau kata bahasa sundanya
“heuh pak nu eta deui nu eta deui kapan
giliran saya pak”. Saya cuma bisa
menjelaskan saya cuma pendamping bu
dan yang mendapatkan sesuai data dari
BPS aja. Karena untuk penambahan
pendamping tidak bisa menambahkan
walaupun keluarga tersebut  tergolong
keluarga miskin dan masuk kriteria. Tapi
kita bisa mengajukan melalui pengadan
selain dari PKH mengisi from pengaduan
non peserta kemudian di ajukan ke
UPPKH”. Berdasarkan penelitian melalui
wawancara yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa PKH di Desa
Pagelaran belum tepat sasaran karena
masih banyak keluarga miskin yang
belum mendapatkan bantuan ini dan
masyarakat  yang sudah mampu
mendapatkanya. Hal ini di karenakan
adanya perubahan taraf ekonomi dari
waktu pelaksanaan pendapatan sampai
pada diturunkannya program ini.

Pencairan bantuan PKH dilaksanakan
setelah adanya validasi/perbaikan data
peserta yang dilakukan oleh pendamping
PKH. Proses validasi/perbaikan data
peserta dilakukan sewaktu melakukan
pertemuan dengan setiap kelompok peserta
PKH. Proses validasi/perbaikan peserta

5 | Kappemi : Kajian Administrasi, Politik dan Pemerintahan Indonesia



Evaluasi Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Miskin Di Desa Pagelaran
Kecamatan Pagelaran, Bambang Suyantho (Volume 1, Nomor 1, Mei

2021)

PKH juga menjadi persyaratan atau
tanggungan yang diberikan pada peserta
PKH. Pada tahap validasi nantinya akan
diketahui apakah ada perubahan data yang
terjadi, seperti kelahiran anggota keluarga,
masuknya anak-anak baru ke sekolah atau
keluar/kelulusan anak dari sekolah.

Untuk mengetahui berkenaan dengan
pencairan bantuan PKH tersebut, peneliti
melakukan wawancara dengan Ibu lis
Nuryanah selaku ketua kelompok PKH
“yang ibu ketahui, “ntar di kasih tahu sama
pedamping PKH bahwa pencairan bantuan
akan dilaksanakan hari ini atau kapan gitu
trus saya berkewajiban untuk
menginformasikan kepada peserta
kelompok saya atau anggota saya”. Jika
pada hari “H” kita di dampingi oleh
pendamping untuk prngambilan bantuanya
di Desa yang di bagikan langsung oleh
petugas PT.POS. dan peserta di sarankan
untuk pengambilan di lakukan pada hari
itu juga tidak boleh ditunda karena kalau
di tunda peserta harus langsung
megmbilnya ke PT.POS Kecamatan sendiri
dan di damping pendamping kan kalu gitu
bikin repot”.

Peneliti juga melakukan kroscek dengan
peserta yang lain yaitu ibu surtini “Biasa-
nya diadakan pertemuan dulu sebelum
pembagian  kartu peserta, sekaligus
memberi pengarahan ke peserta PKH.
Untuk masalah pengambilan batuannya.”

Peneliti  juga melakukan wawancara
dengan  Bapak  Saefullah  sebagai
pendamping PKH Desa Pagelaran “Nilai
bantuan dicairkan berdasar hasil dari
pemuktahiran data yang dilakukan setiap
pertemuan  bulanan  dengan  ketua
kelompok, jadi itu akan menentukan
besaran bantuan masing-masing keluarga,
jadi alurnya setelah pemutakhiran data.
Setelah  pemuktahiran  data  selesai
pendamping akan memberikan kepeda

operator dan dari operator dilanjutkan ke
pusat, dari pusat diolah untuk menentukan
besaran bantuan. Komposisi keluarga itu
bantuannyakan dihitung pertahun
sedangkan pencairannya tiga kali dalam
setahun. Tapi pelaksanaannya empat Kali
dalam setahu. Sebenarnya mulai tahun
2015 selain pemuktahiran data ada juga
komitmen yang dilaksanakan oleh peserta
yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebelum
pencairan pihak pusat melalui operator
mengeluarkan data yang bernama SPM
sementara, SPM sementara untuk bahan
dasar pencairan, khususnya nilai bantuan
yang dikeluarkan oleh pusat melalui
operator dan operator mengontak para
pendamping masing-masing untuk
mengecek kebenaran, mengecek komposisi
keluarganya benar tidak dan sebagainya,
itu dikasih waktu 3-4 hari sama operator.
Ada acc dari pendamping, setelah itu
barulah menjadi dasar pembayaran setiap
pencairan  pertahap. Satu Indonesia
pencairannya tidak bersamaan, setiap
tahap berbeda-beda sesuai jadwal yang
diberikan oleh PT.POS”.

Dijelaskan disini bahwa Informan pertama
mengatakan waktu pencairan bantuan akan
diinformasikan oleh pendamping.
Ditambahkan pula oleh informan kedua
selain ketua kelompok diinformasikan oleh
pendamping, sebelum pencairan diadakan
pertemuan kelompok. Selain itu informan
ketiga menjelaskan bahwa pencairan
bantuan didasarkan pada pemutakhiran
data yang dilakukan pendamping, setelah
itu diberikan kepada operator dan
dilanjutkan ke pusat. Setelah semua selesai
maka operator memberikan data untuk
diberikan kepada pendamping untuk
dilakukan pengecekan benar tidaknya
komposisi keluarga yang ada. Setelah
semua selesai maka pendamping harus
memberikan informasi kepada ketua
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kelompok tentang tanggal pencairan yang
akan dilaksanakan. Kesimpulannya
sebelum pencairan dilakukan diadakan
pertemuan terlebih dahulu antara KSM
dengan pendamping.

Pelaksanaan komitmen yang dilakukan
pendamping ke peserta PKH ini cukup
penting. Pelaksnaan komitmen inilah yang
nantinya menjadi acuan dari pelaksnaan
PKH. Untuk mendalami hal itu peneliti
melakukan ~ wawancara dengan lbu
Sarmunah. “Posyandu harus rutin 1 bulan
sekali, kalo yang sekolah yaitu harus 85%
masuk sekolah. Dalam pelaskanaan
komitmen ada anaknya yang gak mau
sekolah. Pendamping akan memberi
peringatan  kepada  KSM terkait,
menghimbau untuk datang ke posyandu
setiap bulan dan masuk sekolah”.

Untuk mendapatkan data yang lebih
lengkap melakukan wawancara dengan Ibu
Junariah “Ya tahu, karena pada awal
bantun PKH ini dimulai kita sebagai
peserta di arahkan terlebih dahulu untuk
Pelaksanaan komitmen, seperti kebutuhan
kesehatan dan pendidikan. Contonya pergi
ke posyandu sebulan sekali”.

Peneliti  juga melakukan wawancara
dengan  Bapak  Saefulllah  sebagai
pendamping PKH pada tanggal 02 Mei
2016 pukul 10.00 wib. “Kewajiban mereka
sebagai peserta, kita melihat komposisi
misalkan punya anak balita berapa anak
usai SD berapa. Kita (PKH) fokus pada
dua masalah yaitu pendidikan dan
kesehatan. Pendidikannya yaitu usia SD,
SMP dan SMA mereka punya kewajiban
untuk sekolah, kehadiranya minimal 85%
setiap  bulannya, sedangkan  untuk
komponen kesehatan yaitu seperti ibu
hamil/nifas/balita harus minimal
komitmennya ke posyandu tiap bulannya.
Untuk mengetahui komitmen mereka,
pendamping berkoordinasi dengan

posyandu dan puskesmas. Makanya saya
kalo ke Bu Bidan saya selalu tanya “Bu,
mana saja yang gak aktif?.” Biasanya Ibu
Bidan akan memberikan datanya. Saya
selalu mengevaluasi mereka dan juga
memotivasi mereka, saya  sering
mengatakan “Ini bukan untuk saya, tapi
untuk ibu-ibu semua dan selalu mevotifasi
ibu-ibu.” Kalo perlu berkali-kali mereka
ini, ngomong ama mereka masih banyak
yang belum dapat PKH kalo Ibu gak
memenuhi kewajiban itu akan kita cabut.
Itu sebagai pembelajaran mereka agar
mereka tertib, itu secara komitmen”.

Evaluasi PKH di Wilayah Desa
Pagelaran

Berdasarkan hasil dari penelitin di
lapangan, berikut evaluasi mengenai PKH
untuk  mengetahui  pelaksanaan  dan
keberhasilan program bantuan ini yang
dilakukan di Wilayah Desa Pagelaran.
Berikut pemaparannya.

Tabel 2. Evaluasi PKH di Wilayah Desa

pagelaran
Yo | Koriteria Standart HaslPenelitan Anliss Data
Evaluss
| |Dengpen | Apaah pooremind etz Peldmanaan i Redsenganprozen
K bph it inidak et e Gy oty epemnfi
temmunzh iz sngtidin temntihemn | e PRH
ygmenentiersatan FRH bt
s
i
1 Demvimn Do bentn e Pencaienbente Besdingean
Bentwn | nlendhPT. Posseiptigs ulan ekl pada el vang | an dlbbsendlonelimatige | Bkt
telah diteaukn okh masing-usig bl ekl delimsato
Gtrgos venk masi- s i
Gselehaten
1 | Pellsanaan | Remahen pesertavang Dilem el Berdanefetf.
Konitmen | s a homime - s
dlaksinzkenselimayr- g emianken ke
tedipu

Wilayah Desa Pagelaran diatas dapat di
simpulkan bahwa pelaksanaan program
bantuan PKH di Wilayah Desa Pagelaran
belum merata karena masih banyak
masyarakat miskin yang memenuhi Kriteria
PKH, tetapi tidak mendapatkanya. Hal ini
dimungkinkan karena adanya perubahan
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taraf hidup ekonomi dari waktu pendataan
sampai pada ditentukanya program
bantuan. Karena untuk penambahan
peserta PKH pendamping tidak bisa
menambahkan, untuk penambahan peserta
PKH di lakukan oleh UPPKH Kabupaten.
Oleh karena itu UPPKH harus melakukan
pendataan ulang setiap tahunya untuk
mengkroscek  peserta  yang  harus
dipertahankan, dikeluarkan dan
penambahan.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan PKH di Wilayah Desa
Pagelaran ternyata belum merata secara
keseluruhan kepada masyarakat miskin
yang memenuhi kriteria PKH. Dibuktikan
dengan pernyataan seluruh responden yang
telah diwawancari oleh peneliti bahwa
program ini belum merata kepada keluarga
miskin. Hal ini dimungkinkan karena
adanya perubahan taraf hidup ekonomi
dari waktu pendataan sampai pada
ditunkanya program bantuan.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan
bantuan PKH, masih banyak masarakat
miskin yang belum mendapatkan bantuan
PKH. Karena untuk penambahan peserta
PKH, pendamping atau Kepala desa tidak
bisa  menambahkan  karena  untuk
penambahan peserta PKH di lakukan oleh
UPPKH Kabupaten. Oleh karena itu
UPPKH harus melakukan pendataan ulang
setiap tahunya untuk mengkroscek peserta
yang harus dipertahankan, dikeluarkan dan
penambahan.
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